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KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 34/SB/2019
TENTANG

RENCANA KERJA LIMA TAHUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

a.

1.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1)
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Untuk
meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi,
hak dan wewenang, DPRD menyusun rencana
kerja;

.bahwa Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
dimaksud diatas ditetapkan dengan keputusan
DPRD dalam rapat paripurna;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Rencana Kerja Lima Tahunan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2019-
2024;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19
Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan
Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan
Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara
Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3146);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);



Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6174);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan . 7, Pendapat akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang
disampaikan pada Rapat Kerja Pembahasan Akhir
tanggal 26 November 2019;

2. Laporan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap
Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2024 yang
disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 27
November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Rencana Kerja Lima Tahunan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
Barat.

KETIGA :  Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 27 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB






